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MEDIASI PEMERINTAH DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP PEMUTUSAN 







 Konflik antara pemilik perusahaan dengan karyawannya di Indonesia masih sering 
terjadi. Dalam proses penyelesaiannya terkadang sangat diperlukan peran dari pemerintah. 
Penelitian ini akan melihat bagaimana peran pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan 
dalam hubungan industrial yang terjadi akibat  pemutusan hubungan kerja karyawan PT. Hero 
Supermarket, akibat penutupan Giant di Kota Manado. Dengan menggunakan metode kualitatif 
penelitian ini akan mengkaji peran pemerintah dengan menggunakan pendekatan yang 
dikemukakan oleh Suyud (2009), tentang tentang mediasi. Peran pemerintah yang dalam hal ini 
Dinas Tenaga Kerja dilihat bagaimana perannya sebagai fasilitator sekaligus sebagai mediator 
dalam proses perundingan. Temuan penelitian peran Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, 
mengambil peran yang cukup aktif untuk dapat menjembatani dua kepentingan yang berbeda 
antar para pihak yang sedang berselisih. Sehingga para pihak dapat mengemukakan pandangan 
dan tuntutan masing-masing secara terbuka. Dan Dinas Tenaga Kerja dapat memberikan 
pilihan-pilihan penyelesaian perselisihan yang dapat disepakati para pihak. 
 
 




Conflicts between company owners and employees in Indonesia are still frequent. In the 
settlement process, sometimes the role of the government is needed. This research will look at the 
role of the government in solving problems in industrial relations that occur due to the termination 
of employment of PT. Hero Supermarket, due to the closure of Giant in Manado City. By using a 
qualitative method, this research will examine the role of government using the approach proposed 
by Suyud (2009), regarding mediation. The government's role, in this case the Manpower Office, is 
seen as a facilitator as well as a mediator in the negotiation process. Research findings on the role 
of the Manado City Manpower Office, take an active enough role to be able to bridge two different 
interests between the parties in dispute. So that the parties can express their views and demands 
openly. And the Manpower Office can provide dispute resolution options that the parties can agree 
on. 
 





Mencermati konflik antara para pekerja/ buruh dengan pengusaha tidak dapat dilihat 
secara hitam putih semata, sebab berbicara mengenai masalah ketenagakerjaan memang cukup 
kompleks. Oleh karena itu, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai rangkaian pendukung diterbitkannya 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang terlebih dahulu dikeluarkan. 
Hal ini tentu saja membuat pekerja/ buruh mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan 
perselisihan yang mereka hadapi dan penyelesaian perselisihan yang demikian dapat 
memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap para pihak yang sedang dilanda konflik. 
Mulai dari penyelesaian oleh para pihak secara kooperatif, dengan bantuan orang lain atau pihak 
ketiga yang bersifat netral dan sebagainya. Penyelesaian semacam ini lazim disebut 
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penyelesaian perselisihan di luar pengadilan atau alternative dispute resolution (ADR) yang 
dalam masyarakat Indonesia penyelesaian perselisihan semacam ini sudah lama dikenal, yakni 
musyawarah baik dengan melibatkan pihak lain maupun tidak. Namun, apabila para pihak yang 
berkonflik tidak mencapai titik temu dalam penyelesaian sengketa yang dihadapi, baru 
kemudian dapat menempuh jalur pengadilan. Akan tetapi, pengalaman yang pahit yang 
menimpa masyarakat, memperlihatkan sistem peradilan yang tidak efektif dan tidak 
efisien.Penyelesaian melalui pengadilan selain mahal, menyita cukup banyak waktu, serta dapat 
membangkitkan pertikaian yang mendalam karena putusan Pengadilan ada dua alternatif kalah 
dan menang. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui ADR menjadi alternatif pilihan yang 
ditempuh oleh para pihak, khususnya di kalangan usahawan karena penyelesaian yang demikian 
masih dianggap relatif murah dan cepat, putusannya dapat melanggengkan hubungan karena 
sifatnya win-win solution. 
Menyadari tentang berbagai keuntungan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan/ 
nonlitigasi maupun melalui pengadilan/ litigasi, maka peraturan perundang-undangan di 
Indonesia sudah mulai mengatur penyelesaian perselisihan tersebut termasuk dalam 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mengakomodir kedua cara penyelesaian 
perselisihan tersebut. Terlebih di era industrialisasi seperti saat ini, masalah perselisihan 
hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan rumit sehingga diperlukan institusi dan 
mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah. 
Mediasi termasuk salah satu penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan/ 
nonlitigasi yang dilakukan melalui seorang penengah yang disebut mediator yang biasanya 
berasal dari pemerintah melalui dinas terkait tergantung masing-masing daerah. 
Pada dasarnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi adalah 
wajib, manakala para pihak tidak memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau arbiter setelah 
instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan menawarkan kepada pihak-pihak 
yang berselisih.Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak berwenang untuk 
memutuskan sengketa, mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan yang dikuasakan kepadanya.Di mana pada umumnya dalam suatu perselisihan ada 
salah satu pihak yang lebihkuat dan cenderung menunjukkan kekuasaannya, maka pihak ketiga 
memegang peranan penting untuk menyetarakannya.Kesepakatan dapat tercapai dengan 
mediasi karena pihak yang bersengketa berhasil mencapai saling pengertian dan bersama-sama 
merumuskan penyelesaian sengketa dengan arahan konkrit dari pihak ketiga.Hal inilah yang 
akhirnya membuat atau menimbulkan keingintahuan bagaimana sebenarnya peranan mediator 
sebagai pihak ketiga di antara para pihak yang bersengketa sehingga berhasil menyelesaikan 




A. Mediasi Hubungan Industrial 
Di Indonesia masalah mengenai hubungan Industrial, regulasi yang mengatur melalui 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, 
beberapa pengertian menyangkut Mediasi. Yaitu mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak 
ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat (KBBI, 2008). 
Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi menurut Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2004 adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan 
pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antarserikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam 
satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi seorang atau lebih mediator yang netral. 
Sedangkan Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediator adalah pegawai 
instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-
syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan 
mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk 
menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan 
kerja, dan perselisihan antarserikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Serta 
pihak dalam perselisihan pihak pertama yaitu perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk 
usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik 
badam hukum,baik milik swasta maupun negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan 
 
 
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan pihak kedua karyawan/pekerja/buruh 
adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau 
jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 
Menyadari tentang berbagai keuntungan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan/ 
nonlitigasi maupun melalui pengadilan/ litigasi, maka peraturan perundang-undangan di 
Indonesia sudah mulai mengatur penyelesaian perselisihan tersebut termasuk dalam 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mengakomodir kedua cara penyelesaian 
perselisihan tersebut. Terlebih di era industrialisasi seperti saat ini, masalah perselisihan 
hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan rumit sehingga diperlukan institusi dan 
mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah. 
Mediasi termasuk salah satu penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan/ 
nonlitigasi yang dilakukan melalui seorang penengah yang disebut mediator yang biasanya 
berasal dari pemerintah melalui dinas terkait tergantung masing-masing daerah. 
Pada dasarnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi adalah 
wajib, manakala para pihak tidak memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau arbiter setelah 
instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan menawarkan kepada pihak-pihak 
yang berselisih.Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak berwenang untuk 
memutuskan sengketa, mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan yang dikuasakan kepadanya. Di mana pada umumnya dalam suatu perselisihan ada 
salah satu pihak yang lebihkuat dan cenderung menunjukkan kekuasaannya, maka pihak ketiga 
memegang peranan penting untuk menyetarakannya.Kesepakatan dapat tercapai dengan 
mediasi karena pihak yang bersengketa berhasil mencapai saling pengertian dan bersama-sama 
merumuskan penyelesaian sengketa dengan arahan konkrit dari pihak ketiga.Hal inilah yang 
akhirnya membuat atau menimbulkan keingintahuan bagaimana sebenarnya peranan mediator 
sebagai pihak ketiga di antara para pihak yang bersengketa sehingga berhasil menyelesaikan 
perselisihan tanpa harus melalui pengadilan di dalam prakteknya/ di lapangan. 
Pemerintah dapat mengangkat seorang mediator yang bertugas melakukan mediasi dan 
menjadi penengah dalam menyelesaikan suatu perselisihan antara para pekerja/ buruh dengan 
pengusaha. Dimana mediator yang diangkat tersebut memiliki syarat-syarat yang ditetapkan 
dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelisihan Perselisihan Hubungan 
Industrial.Pengangkatan dan akomodasi mediator ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. 
Sutedi (2009:111) menjelaskan bahwa dalam penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial, mediator yang dipilih haruslah orang yang bersifat netral sehingga mampu 
menjembatani keinginan para pihak yang bersengketa.Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah 
menerima pengaduan, mediator harus sudah meneliti duduk perkara sengketa dan segera 
mengadakan pertemuan mediasi antara para pihak tersebut.Apabila telah tercapai kesepakatan 
penyelesaian perselisihan melalui mediator tersebut dibuatkan perjanjian bersama yang 
ditandatangani para pihak dan mediator tersebut, kemudian perjanjian itu didaftarkan di 
Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. 
Suyud (2009:59) menyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku umum, 
penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak terdapat unsur paksaan antarpara pihak dan 
mediator, para pihak meminta secara sukarela kepada mediator untuk membantu penyelesaian 
konflik yang terjadi. Dari rumusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian tentang 
mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 
a.  Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. 
b.  Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.  
c.  Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.  
d.  Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan 
berlangsung.  
e.  Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima 
pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. 
 
B. Perselisihan Hubungan Industrial 
Menggali sejarah pada abab delapan belas oleh Marx (1848) kaum proletar melalui 
beberapa tingkat perkembangan,melakukan perjuangan terhadap kaum bourgeois guna 
melawan eksploitasi dan mendapatkan hak-haknya. 
 
 
Pengaruh tersebut terjadi pada era industry saat ini, terjadi pertantangan kelas social yang 
sangat kental. Bagaimana kaum borjuis yang disebut saat ini pengusaha/pemilik modal 
mengupahkan kaum proletar yang di sebut saat ini karyawan/pekerja tidak sesuai dengan upah 
yang diatur oleh negara dengan salah satu contohnya pemberian upah atau jaminan berupa 
pesangon ketika pekerja tersebut sudah tidak lagi bekerja atau di berhentikan secara otomatis 
hal inilah yang menjadi jurang pemisah antara kedua pihak tersebut hingga terbentuknya kelas 
dengan menghadirkan perselisihan yang disebut saat ini “Hubungan Industrial”. 
 perselisihan hubungan industrial berawal dari Sebelumnya istilah perselisihan hubungan 
industrial disebut dengan perselisihan perburuhan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
No. 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan tersebut,tentang 
penyelesaian perselisihan perburuhan adalah sebagai berikut: Pertentangan antara majikan 
atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh berhubung dengan tidak adanya persesuaian 
paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja, dan/ atau keadaan perburuhan. Namun 
perselisihan hanya bisa terjadi antara pengusaha dengan serikat pekerja saja. Pekerja secara 
perorangan tidak bisa menjadi pihak yang berselisih, namun dalam prakteknya malah yang 
sering kali berselisih adalah pengusaha dengan pekerja perorangan. Oleh karena itu Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1957 dirasakan tidak sesuai lagi lalu dicabut dan diganti dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
Manusia sebagai makhluk sosial dalam melakukan hubungan dengan manusia lainnya 
pasti terdapat persamaan dan juga  perbedaan, baik itu perbedaan dalam hal kepentingan, 
pandangan dan juga kebutuhan.Di mana perbedaan-perbedaan yang timbul tersebut dapat 
melahirkan perselisihan, pertentangan atau konflik. Seperti pendapat Joni Emirzon yang dikutip 
oleh Lalu (2010:10), memberikan pengertian konflik/ perselisihan/ percekcokan adalah adanya 
pertentangan atau ketidaksesuaian antara para pihak yang akan dan sedang mengadakan 
hubungan atau kerja sama. Dalam pengertian lain, konflik dapat dimaknakan sebagai suatu 
kondisi di mana pihak yang satu menghendaki agar pihak yang lain berbuat atau tidak berbuat 
sesuai dengan yang diinginkan, tetapi pihak lain menolak keinginan itu. 
Asyhadie (2009:101) menyebutkan bahwa perselisihan hanya dapat terjadi antara 
majikan dengan serikat pekerja/ serikat buruh.Buruh secara perorangan tidak menjadi pihak 
yang berselisih, namun dalam praktiknya malah yang sering kali berselisih adalah majikan 
dengan buruh perorangan.Karena itulah, Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 Tentang 
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dirasakan tidak sesuai lagi. 
Selanjutnya Asri (2009:178) menyebutkan bahwa setelah Undang-Undang No. 22 Tahun 
1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dicabut dan diganti dengan Undang-
Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka nama 
perselisihan perburuhan diganti dengan nama perselisihan hubungan industrial. Hubungan 
industrial pada dasarnya merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan antara pengusaha 
dengan pekerja.Adakalanya hubungan itu mengalami suatu perselisihan. Perselisihan itu dapat 
terjadi pada siapa pun yang sedang melakukan hubungan hukum, dengan demikian yang 
dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang 
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ 
buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, 
perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antarserikat 
pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan.  
Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa yang dapat bertindak sebagai 
pihak dari sisi pekerja/ buruh dalam perselisihan hubungan industrial tidak saja organisasi 
serikat pekerja/ serikat buruh, tetapi juga pekerja/ buruh secara perorangan atau sekelompok 
pekerja/ buruh, Perselisihan di bidang hubungan industrial yang selama ini dikenal dapat terjadi 
mengenai hak yang telah ditetapkan, atau mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum 
ditetapkan, baik dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, 
maupun peraturan perundang-undangan. 
 
C. Pemutusan Hubungan Kerja 
Amran (2007:27-28) menyebutkan bahwa pemutusan hubungan kerja merupakan awal 
dari penderitaan yang akan dihadapi oleh seorang pekerja berikut pula dengan orang-orang 
yang menjadi tanggungannya (keluarganya). Oleh karena itu pengusaha, pekerja/buruh, serikat 
 
 
pekerja/serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan 
terjadi pemutusan hubungan kerja.PHK (Pemutusan hubungan kerja) adalah pengakhiran 
hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban 
antara karyawan dan perusahaan.Seperti yang di kemukakan oleh dosen pembimbing peneliti 
Herman Najoan, S,H. M,Hum yaitu: Pengambilan keputusan antara pihak penanggungjawab 
perusahaan dengan pihak lainnya dengan alasan berpotensi merugikan kelompok dalam satu 
perusahaan secara penyeluruh. Apabila kita mendengar istilah PHK (Pemutusan hubungan 
kerja), yang biasa terlintas adalah pemecatan sepihak oleh pihak perusahaan karena kesalahan 
karyawan.Karenanya, selama ini singkatan PHK memiliki konotasi negatif. Padahal, kalau kita 
lihat definisi di atas yang diambil dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, dijelaskan Pemutusan Hubungan kerja dapat terjadi karena bermacam sebab. 
Intinya tidak persis sama dengan pengertian dipecat. Tergantung alasannya, Pemutusan 
Hubungan kerja mungkin membutuhkan penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial (LPPHI) mungkin juga tidak. Meski begitu, dalam praktek tidak semua 
Pemutusan Hubungan kerja yang butuh penetapan dilaporkan kepada instansi ketenagakerjaan, 
baik karena tidak perlu ada penetapan, Pemutusan Hubungan kerja tidak berujung sengketa 
hukum, atau karena karyawan tidak mengetahui hak mereka. 
Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 
2003 ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum 
atau tidak. Milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik 
swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai 
pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah dan imbalan dalam bentuk 
lain. Pemutusan hubungan kerja tidak boleh dilakukan secara sepihak dan sewenang-wenang, 
akan tetapi PHK (Pemutusan hubungan kerja) hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan 
tertentu setelah diupayakan bahwa PHK (Pemutusan hubungan kerja) tidak perlu terjadi. Dalam 
Pasal 151 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dinyatakan sebagai berikut: 1) Pengusaha, 
pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus 
mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. 2) Dalam hal segala upaya telah 
dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan 
hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau 
dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat 
pekerja/serikat buruh. 3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-
benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja 
dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial. 
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ketengakerjaan tersebut, maka dapat dipahami 
bahwa PHK (Pemutusan hubungan kerja) merupakan opsi terakhir dalam penyelamatan sebuah 
perusahaan.Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri mengatur bahwa perusahaan tidak boleh 
seenakanya saja memecat karyawannya, terkecuali karyawan/pekerja yang bersangkutan telah 
terbukti melakukan pelanggaran berat dan dinyatakan oleh pengadilan bahwa sipekerja 
dimaksud telah melakukan kesalahan berat yang mana putusan pengadilan dimaksud telah 
memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 158 
UndangUndang No. 13 Tahun 2003, yang menyebutkan sebagai berikut: 1) Pengusaha dapat 
memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah 
melakukan kesalahan berat sebagai berikut : a. Melakukan penipuan, pencurian, atau 
penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan; b. Memberikan keterangan palsu atau 
yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan; c. Mabuk, meminum minuman keras yang 
memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya 
di lingkungan kerja; d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja; e. 
Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di 
lingkungan kerja; f. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak 
atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian 
bagi perusahaan; h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha 
dalam keadaan bahaya di tempat kerja; i. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan 
yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau j. Melakukan perbuatan 
 
 
lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.  
Dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 juga disebutkan bahwa 
apabila pengusaha ingin melakukan PHK (Pemutusan hubungan kerja) terhadap pekerjanya 
yang melakukan pelanggaran berat, maka pelanggaran berat tersebut harus bisa dibuktikan 
dengan 3 pembuktian berikut ini: a. Pekerja/buruh tertangkap tangan, b. Ada pengakuan dari 
pekerja/buruh yang bersangkutan; atau c. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh 
pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang saksi.  
Jika dalam segala hal telah diupayakan, namun pemutusan hubungan kerja tidak dapat 
dihindarkan, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dimusyawarahkan oleh pengusaha 
dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh (apabila pekerja/buruh yang 
bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh).Jika hasil permusyawaratan 
atau perundingan tersebut benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya 
dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari 
lembaga penyelesaian sengketa perselisihan hubungan industrial.Permohonan penetapan 
pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah 
dirundingkan, namun perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. 
Menurut kenyataan yang sebenarnya pemutusan hubungan kerja bukan hanya berasal 
dari pihak pengusaha atau majikan, tetapi mungkin saja pemutusan hubungan kerja tersebut 
berasal dari pihak pekerja/buruh.Bahkan dapat pula pemutusan hubungan kerja demi hukum 
dan pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Dibawah ini akan dipaparkan jenis-jenis 
pemutusan hubungan kerja.  
1. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengusaha  
Sutedi (2009:122-125) menyebutkan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha 
merupakan masalah yang sangat penting dalam hubungan kerja.Oleh karena itu baik dalam 
ketentuan maupun dalam praktek yang dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh majikan ini 
dianggap dapat menimbulkan persoalan fatal dari pihak pengusaha kepada pihak pekerja.Dalam 
pemutusan hubungan kerja ini terdapat dua sudut pandang yang berbeda diantara kedua belah 
pihak yaitu pihak pekerja dan pengusaha. Disatu sisi, pihak pengusaha berpandangan dengan 
adanya pemutusan hubungan kerja maka operasional perusahaan dapat dipertahankan, dan 
dapat dihindari pemborosan tenaga kerja atau penghematan biaya usaha ataupun berdaya guna 
untuk menjaga keseimbangan perusahaan dan berbagai alasan lain yang muncul, dalam hal ini 
pihak pengusaha selalu berkeinginan bebas secara murni dari segala tuntutan kewajiban yang 
membebaninya. Disisilain pihak pekerja berpandang bahwa pemutusan hubungan kerja adalah 
putusnya mata pencaharian.Dimana putusnya mata pencaharian adalah titik awal kesengsaraan 
pekerja dan orang-orang yang ditanggungnya.Persoalan utamanya yaitu tidak adanya lagi 
kepastian tetap bekerja dan jaminan pendapatan.Meskipun sekiranya pekerja telah memperoleh 
pekerjaan baru, namun dalam hal itu muncul pula pertimbangan yang meliputi pertimbangan 
ekonomis dan non ekonomis. Dari segi pertimbangan ekonomis yaitu mungkin pekerja tidak 
bisa memperoleh pendapatan yang setara dengan pekerjaan yang lama, dan seandainya 
mungkin mendapat gaji yang sama dengan pekerjaan yang lama, tetapi ada pula pertimbangan 
non ekonomis seperti mengenai jauh dekatnya lokasi pekerjaan, kepuasan dalam bekerja dan 
mau tidak mau pekerja harus mencintai pekerjaan yang baru. Berdasarkan keadaan tersebut 
maka wajarlah pihak pemberi kerja (werkgiver) bertanggung jawab penuh terhadap hak-hak 
pekerja seperti pemberian pesangon, penghargaan dan sebagainya.Sebenarnya dalam masalah 
pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha atau pemberi kerja bisa saja tidak menimbulkan 
masalah jika pihak pengusaha bersedia memberikan segala tanggung jawabnya.Namun dalam 
hal ini kadang-kadang pihak pemberi kerja berupaya untuk menghindari segala kewajibannya 
berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tersebut. 
 
2. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pekerja  
Basri (2007:34-36) mengatakan bahwa jika pihak pemberi kerja mempunyai hak untuk 
mengakhiri hubungan kerja melalui pemutusan hubungan kerja demikian pula sebaliknya 
dengan pekerja, sesuai dengan prinsip bahwa pekerja/buruh tidak boleh dipaksa untuk terus 
bekerja jika sang pekerja tidak menghendakinya. Dalam pemutusan hubungan kerja oleh 
 
 
pekerja/buruh, maka seorang pekerja harus menyatakan kehendaknya dalam waktu 1 (satu) 
bulan sebelum mengundurkan diri dari pekerjaan.Seandainya pekerja/buruh mengundurkan 
diri secara diam-diam perbuatan pekerja tersebut dianggap perbuatan melawan hukum.Untuk 
menghindari segala akibat dari tindakan yang berlawanan dengan hukum seorang pekerja harus 
secepatnya membayar ganti rugi atau mengakhiri hubungan kerja tersebut secara mendesak. 
Adapun alasan yang mendesak yang dikemukakan pihak pekerja/buruh diantaranya : a. Pemberi 
kerja sering melakukan penganiayaan, penghinaan, ancaman kepada pekerja/buruh atau 
anggota keluarga pekerja/buruh yang bersangkutan ; b. Pemberi kerja membujuk pekerja atau 
anggota keluarga pekerja untuk melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang atau 
asusila ; c. Pemberi kerja sering membayar upah atau gaji dalam keadaan terlambat atau tidak 
tepat waktu ; d. Pemberi kerja tidak memenuhi pembayaran biaya makan dan biaya 
pemondokan yang telah diperjanjikansebelumya ; e. Pemberi kerja tidak memberikan pekerjaan 
yang cukup kepada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan hasil pekerjaan yang 
dilakukan; f. Pemberi kerja sering menyuruh pekerja/buruh untuk bekerja pada perusahaan 
lain; g. Pemberi kerja memberikan pekerjaan yang dapat menimbulkan bahaya besar bagi jiwa, 
kesehatan, kesusilaan atau reputasi yang tidak terlihat ketika perjanjian dibuat ; h. Pemberi 
kerja telah menyebabkan pekerja/buruh tidak cakap lagi untuk bekerja. Seandainya ditemukan 
alasan-alasan tersebut diatas maka pemutusan hubungan kerja itu tidak dibebankan kepada 
pekerja/buruh untuk memberikan ganti rugi melainkan sang pemberi kerja pula yang harus 
membayar biaya ganti rugi menurut masa kerja pekerja atau ganti rugi sepenuhnya. 
 
3. Pemutusan Hubungan Kerja Batal Demi Hukum  
Asri (2009:171-173) mengatakan bahwa jika suatu perjanjian kerja (arbeidscontract) 
yang dibuat untuk waktu tertentu, misalnya dalam kerja borongan tentu saja akan selesai dalam 
waktu tertentu. Maka hubungan kerja seperti ini akan putus dengan sendirinya ketika selesainya 
pekerjaan tersebut. Sehingga pemutusan hubungan kerja demikian sering disebut dengan 
pemutusan hubungan kerja putus demi hukum.Jika waktu perjanjian itu sudah lewat, maka tidak 
perlu disyaratkan adanya pernyataan pengakhiran atau adanya tenggang waktu pengakhiran. 
Hubungan kerja putus demi hukum dapat pula terjadi jika pekerja meninggal dunia.Namun 
hubungan kerja tidak putus demi hukum jika pemberi kerja yang meninggal dunia. 
 
4. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengadilan  
Pada prinsipnya para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja yaitu pihak pemberi kerja 
dan pekerja kapan saja, bahkan sebelum pekerjaan dimulai berdasarkan alasan yang penting 
dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Pengadilan Negeri yang sesuai domisilinya untuk 
menyatakan pemutusan hubungan kerja. Biasanya Pengadilan Negeri akan mengabulkan 
permohonan tersebut setelah memanggil atau mendengar alasan-alasan kedua belah pihak. 
Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengadilan atas permintaan pemberi kerja 
tidak perlu mendapat izin dari lembaga terkait.Pemutusan hubungan kerja ini juga tidak 
menimbulkan masalah yang berarti bagi kedua belah pihak.Dari pihak pekerja yang terikat 
perjanjian seperti ini sudah memahami posisi dan kedudukannya dalam pelaksanaan pekerjaan 
tersebut.Biasanya pekerja dapat mempersiapkan diri untuk mencari pekerjaan lain, ketika 
terjadinya waktu pemutusan hubungan kerja tersebut akan tiba. 
 
D. Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja 
 Kata kunci yang terbaik dalam penyelesaian hubungan kerja antara pemberik kerja dan 
pekerja/buruh adalah perdamaian.Perselisihan Pemutusan Hubungan kerja termasuk kategori 
perselisihan hubungan industrial bersama perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan 
perselisihan antar serikat karyawan.Perselisihan Pemutusan Hubungan kerja timbul karena 
tidak adanya kesesuaian pendapat antara karyawan dan pengusaha mengenai pengakhiran 
hubungan kerja yang dilakukan salah satu pihak. Perselisihan Pemutusan Hubungan kerja 
antara lain mengenai sah atau tidaknya alasan Pemutusan Hubungan kerja, dan besaran 
kompensasi atas Pemutusan Hubungan kerja.  
Husni (2010:67-70) menjelaskan beberapa cara dalam penyelesaian perselisihan 
pemutusan hubungan kerja sebelum sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu: 
1. Perundingan Bipartit  
 
 
Perundingan Bipartit adalah forum perundingan dua kaki antar pengusaha dan 
karyawan atau serikat pekerja.Kedua belah pihak diharapkan dapat mencapai kesepakatan 
dalam penyelesaian masalah mereka, sebagai langkah awal dalam penyelesaian 
perselisihan.Dalam perundingan ini, harus dibuat risalah yang ditandatangai para Pihak.isi 
risalah diatur dalam Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2004. Apabila tercapai 
kesepakatan maka Para pihak membuat Perjanjian Bersama yang mereka 
tandatangani.Kemudian Perjanjian Bersama ini didaftarkan pada PHI wilayah oleh para pihak 
ditempat Perjanjian Bersama dilakukan.Perlunya mendaftarkan perjanjian bersama, ialah untuk 
menghindari kemungkinan salah satu pihak ingkar.Bila hal ini terjadi, pihak yang dirugikan 
dapat mengajukan permohonan eksekusi.Apabila gagal dicapai kesepakatan, maka karyawan 
dan pengusaha mungkin harus menghadapi prosedur penyelesaian yang panjang melalui 
Perundingan Tripartit. 
 
2. Perundingan Tripartit 
Terdapat tiga forum penyelesaian yang dapat dipilih oleh para pihak:  
a. Mediasi Forum  
Mediasi difasilitasi oleh institusi ketenagakerjaan.Dinas tenaga kerja kemudian 
menunjuk mediator.Mediator berusaha mendamaikan para pihak, agar tercipta 
kesepakatan antar keduanya.Dalam hal tercipta kesepakatan para pihak membuat 
perjanjian bersama dengan disaksikan oleh mediator. Bila tidak dicapai kesepakatan, 
mediator akan mengeluarkan anjuran.  
b. Konsiliasi Forum  
Konsiliasi dipimpin oleh konsiliator yang ditunjuk oleh para pihak.Seperti mediator, 
Konsiliator berusaha mendamaikan para pihak, agar tercipta kesepakatan antar 
keduanya.Bila tidak dicapai kesepakatan, Konsiliator juga mengeluarkan produk 
berupa anjuran. 
c. Arbitrase 
Lain dengan produk Mediasi dan Konsiliasi yang berupa anjuran dan tidak mengikat, 
putusan arbitrase mengikat para pihak.Satu-satunya langkah bagi pihak yang menolak 
putusan tersebut ialah permohonan Pembatalan ke Pengadilan.Arbitrase adalah 
penyelesaian perselisihan kepetingan dan perselisihan antara serikat pekerja dalam 
suatu perusahaan, di luar pengadilan melalui kesepakatan tertulis dari kedua pihak 
yang berselisih untuk menyerahkan perelisihan kepada arbiter yang keputusanya 




Dalam melaksanakan research, peneliti melakukan penelitian hukum normatif dan 
sosiologis (empiris). Dalam hal penelitian hukum normatif, peneliti mencoba untuk meneliti dan 
mengkaji peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber hukum lainnya yang berkaitan 
dengan penelitian ini yaitu mediasi pemerintah dalam Hubungan Industrial terhadap pemutusan 
hubungan kerja karyawan PT. Hero Supermarket (Giant) Manado. Sedangkan dalam hal 
penelitian hukum sosiologis (empiris) penulis mencoba untuk mengetahui pelaksanaan dari 
peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan, yaitu di Dinas Tenaga Kerja Provinsi  
Sulawesi utara. Data-data yang akan peneliti kumpulkan dilakukan secara kualitataif, yaitu 
menggunakan pernyataan-pernyataan bukan berbentuk angka, oleh karena itu penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada peran mediasi pemerintah dalam 
hubungan industrial, dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Suyud (2009) 
bahwa pengertian tentang mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 
a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. 
b. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.  
c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.  
d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan 
berlangsung.  
Yang akan dijadikan informan pada penelitian ini adalah mereka yang terlibat langsung 
dalam mediasi antara pemerintah dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan, pihak pekerja, dan PT. 
 
 
Hero Supermarket (Giant) Manado, sebagai berikut: 
1. Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan 
kerja. 
2. PT. Hero Supermarket 
3. Pekerja/Karyawan yang di PHK   
4. Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Provinsi   Sulawesi Utara 
5. Lembaga bantuan Hukum (LBH)  Kota Manado 
Jenis Data Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: Data primer, yaitu 
bahan-bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, yakni berupa 
Undang-Undang dan peraturan yang setaraf, Peraturan Pemerintah dan sebagainya. Dan data 
sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti hasil-hasil 
penelitian dan tulisan para ahli hukum, rancangan undang-undang, dan lain sebagainya. 
Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi ini, maka ditulis 
dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut : Studi 
kepustakaan (library research), yakni dilakukan dengan membaca, mempelajari, meneliti, 
mengidentifikasi dan menganalisis bahan-bahan studi kepustakaan yang sesuai dengan masalah 
yang dibahas dengan menggunakan data sekunder yang tertulis sebagai pedoman. Dan Studi 
lapangan (field research), yakni dilakukan dengan metode wawancara secara langsung kepada 




Proses dan mekanisme mediasi yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Sulawesi 
utara dalam penanganan kasus PHK karyawan di perusahaan Giant telah dilakukan sesuai 
dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 sebagai berikut: 
1. Setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisiham melalui arbitrase konsultasi 
negosiasi, mediasi, dan konsiliasi atau penilaian ahli. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 
(tujuh) hari kerja, mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya 
perkara yang dialami kedua belah pihak. 
2. Mengadakan sidang mediasi. Di mana dalam proses mediasi, mediator mempunyai 
peranan sebagai penengah, dan untuk menjalankan perannya tersebut, seorang mediator 
harus menjalankan tugasnya yaitu: secara aktif membantu para pihak dalam 
memberikan pemahamannya yang benar tentang perselisihan yang sedang dihadapi dan 
memberikan alternatif penyelesaian yang terbaik namun kesepakatan tersebut 
ditentukan sendiri oleh para pihak. Mediator tidak dapat memaksakan gagasannya 
sebagai penyelesaian perselisihan yang harus dipatuhi.  
3. (a) Dalam hal tercapai kesepakatan melalui mediasi, dibuatlah Perjanjian Bersama (PB) 
yang kemudian ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator dan 
kemudian mediator wajib mendaftarkan Perjanjian Bersama tersebut ke Pengadilan 
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum para pihak mengadakan 
Perjanjian Bersama. (b) Namun dalam hal tidak tercapai kesepakatan melalui mediasi, 
maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari 
kerja sejak sidang mediasi pertama dilakukan dengan para pihak. Pihak yang tidak 
memberikan pendapatnya dianggap menolak anjuran tertulis, sebaliknya jika para pihak 
menyetujui anjuran tertulis dari mediator, di sinilah mediator harus berperan secara 
aktif untuk membantu para pihak menyelesaikan pembuatan Perjanjian Bersama yang 
kemudian didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di 
wilayah hukum para pihak mengadakan Perjanjian Bersama. 
4. Apabila anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak 
atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan 
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. 
PT. Hero supermarket sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh sekaligus 
penyedia tempat yang tertera pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 19 
Tahun 2012 sedangkan yang bertanggungjawab mengenai upah, jaminan kerja dan lain-lain 
adalah perusahan yang bekerja sama dengan PT Giant supermarket berupa perusahaan pemilik 
produk  yang di jual di tempat tersebut. Setelah terjadi penutupan karyawan yang di maksud 
 
 
hanya di pindahkan ke perusahaan hipermarket/supermarket lain, sedangkan untuk karyawan 
yang tak bisa di pindahkan secara otomatis di PHK yang merupakan karyawan perusahan yang 
bekerjasama  pada penyedia karyawan dalam bidang kebersihan (Cleaning Service) yang 
bernama PT. Sekaiici Dwiputra,  menggungat dan membuat pelaporan ke dinas tenaga kerja 
berjumlah 19 (sembilan belas)  karyawan, untuk mediasi yang telah dilakukan antara karyawan 
dan PT. Sekaiici Dwiputra sampai sejauh ini menemukan masalah yang rumit karena sampai 
harus dilimpahkan ke ranah hukum (pengadilan), secara persuasive rumit untuk diselesaikan, 
karena mediasi yang telah dilakukan oleh Disnaker hanya sedikit memperoleh kesepakatan.  
Untuk penanganan Kasus mediator sudah mengadakan penelitian mengenai duduk 
perkara yang sedang dihadapi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak 
menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan. Mediator  memanggil saksi atau saksi ahli atau 
perwakilan serikat buruh untuk dimintai keterangannya dalam sidang mediasi yang 
berlangsung dan mendapakan mengenai duduk perkata tersebut, Pihak pertama karyawan yang 
berjumlah 19 (sembilan belas) orang menuntut untuk mendapatkan haknya melunasi gaji yang 
sudah disepakati bersama upah minimum provinsi Sulawesi utara pada tahun 2017 berjumlah: 
Rp 2.598.000 perusahaan, Sebagai pihak kedua hanya memberikan Rp 2.000.000 dengan 
perjanjian  perusahan akan melunasi sisa dari gaji tersebut setelah karyawan bekerja selama 
satu tahun, namun hingga perusahaan mereka bekerja tersebut tidak membutuhkan jasa mereka 
lagi, pihak kedua yaitu perusahaan telah mengingkari kesepakatan yang disepakati sebelumya, 
pihak pertama pun dengan didampingi perwakilan serikat buruh mencoba untuk membangun 
komunikasi melalui telepon dan menggunjungi terlebih khusus untuk rumah pemilik usaha 
karena untuk bagia personalia sendiri adalah bagian dari karyawan dan mempunyai penuntutan 
hak yang sama,maka pihak pertamapun melapor kedinas tenaga kerja Sulawesi utara untuk 
langsung melakukan proses mediasi.  Kemudian dalam proses mediasi tidak tercapai lagi 
kesepakatan karena di salah satu pihak yaitu  pihak perusahaan kembali tidak mengahadiri 
pemanggilan undangan untuk menghadiri sidang mediasi, mediatorpun mengeluarkan anjuran 
tertulis yang dapat diterima atau pun ditolak oleh para pihak namun karena salah satu pihak 
tidak juga merespon anjuran tertulis, maka dianggap menolak anjuran tertulis tersebut, yang 
akan dilanjutkan gugatan perselisihan hubungan industrial di pengadilan negeri wilayah 
manado, mediator harus berperan lebih aktif kembali  membujuk para pihak untuk membuat 
Perjanjian Bersama dengan mencoba mencari formula baru membangun komunikasi dengan 
tatapan langsung maupun media virtual.sehing ada hasil dari usaha dalam mediasi tersebut 
dimana dari 19 (sembilan belas) karyawan (3) (tiga) diantaranya sudah tidak lagi ingin 
meneruskan kasus tersebut  ketahap pengadilan dengan alasan tidak mempunyai waktu, biaya, 
dan sudah di tawari untuk bekerja di tempat lain.tetapi yang sisanya 16 (enam belas) orang 





Terdapat dua mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut 
Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, 
yaitu melalui jalur non litigasi seperti penyelesaian secara bipartit, mediasi, konsiliasi serta 
arbitrase, dan juga melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan 
Industrial, di mana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila belum ditempuh penyelesaian 
perselisihan melalui jalur non litigasi atau mediasi. 
Mediasi yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan Sulawesi utara 
dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial adalah sebagai fasilitator, yang mana 
mediasi dilakukan mengambil peran untuk dapat menjembatani dua kepentingan yang berbeda 
antar para pihak yang sedang berselisih. Di mana untuk menjalankan perannya tersebut, 
seorang mediator harus menjalankan tugasnya secara aktif dalam membantu para pihak dengan 
memberikan pemahamannya yang benar tentang perselisihan yang sedang dihadapi dengan 
membangun komunikasi yang baik di antara para pihak sehingga para pihak dapat 
mengemukakan pandangan dan tuntutan masing-masingsecara terbuka. Dan pada akhirnya, 
seorang mediator dapat memberikan pilihan-pilihan penyelesaian perselisihan yang akan 
disepakati para pihak. 
 
 
Tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan 
perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dengan karyawannya, secara spesifik cukup 
berhasil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, di mana mediator secara 
umum berperan untuk menjembatani kepentingan para pihak yang berbeda. Terdapat beberapa 
kasus yang selesai yang mencapai kesepakatan yang kemudian dituangkan kedalam Perjanjian 
Bersama. Secara persentase, jumlah kasus yang terdaftar dengan jumlah kasus yang berhasil 
dicapai kesepakatan melalui Perjanjian Bersama di Dinas Tenaga Kerja Sulawesi utara masih 
dianggap kurang, namun mengingat tingkat keberhasilan seorang mediator tidak hanya dilihat 
dari jumlah kasus yang berhasil mencapai kesepakatan dan dituang ke dalam Perjanjian 
Bersama, melainkan juga dilihat dari keberhasilan seorang mediator dalam memberikan pilihan-
pilihan solusi bagi para pihak apabila tidak tercapai kesepakatan bersama, maka peranan 
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